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Deli Serdang - Lembaga Administrasi Negara menyatakan bahwa pengawasan
masyarakat adalah bentuk social control yang telah memberikan amanahnya
kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya Negara.  Sumber pengawasan
masyarakat ini dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Media
massa, Kelompok Masyarakat, atau perorangan, pengawasan masyarakat juga
bukan suatu aktivitas yang tanpa dasar, namun berlandaskan pada Peraturan
Perundangan. 

Hal itu juga di jelaskan oleh Ari Pratama S.ST selaku Kepala Bidang Politik
Forum Mahasiswa Aktivis Sumatera (FORMATSU) untuk landasan dasar apa
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peran masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah.  

" Untuk peran masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah sudah di atur
didalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2000  tentang Komisi Ombudsman dan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2001." Jelasnya 

Terlebih dengan adanya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk
membuka informasi terkait, sebagaiman menurut Undang Undang KIP, yang
dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara
dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang
ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi
pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan
Kabupaten/kota dan Desa) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada
masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang
mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. 

Kebebasan didalam informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang
menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan.
Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap
informasi secara luas. Kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu
memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu
kebijakan secara strategis.


